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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH UNTUK GABAH ATAU BERAS

- ABSTRAK:

bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya
untuk jenis pangan pokok beras, Pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan gabah
atau beras melalui pengelolaan cadangan pangan Pemerintah;

bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pengadaan gabah atau beras
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan
Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016
tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka
Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan harga pembelian Pemerintah untuk
gabah atau beras;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, PerPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2015, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2019 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.

e Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras yang selanjutnya disebut HPP
Gabah atau Beras adalah harga pembelian gabah atau beras oleh Pemerintah di
tingkat produsen untuk menjadi cadangan pangan Pemerintah, berupa cadangan
beras Pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945.

Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah
badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya
dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas
saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang
dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah untuk gabah
atau beras, Menteri menetapkan HPP Gabah atau Beras



CATATAN :

— HPP Gabah atau Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan

ketentuan:

a.

harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air
paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dan kadar hampa/kotoran paling
tinggi 10% (sepuluh persen) sebesar Rp 4.200,00 (empat ribu dua ratus
rupiah) per kilogram di petani atau Rp 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima
puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;

harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air
paling tinggi 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran paling
tinggi 3% (tiga persen) sebesar Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh
rupiah) per kilogram di penggilingan atau Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus
rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan

harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi
14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen),
kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit
95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp8.300,00 (delapan ribu tiga
ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

— HPP Gabah atau Beras) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan.

— HPP Gabah atau Beras di luar kualitas ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2020
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